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ABSTRAK 

 
AHMAD SETIAWAN CHARMAIN, B 111 15 315, ANALISIS 

YURIDIS TERHADAP TINDAK PIDANA MENAWARKAN JASA 
PORNOGRAFI MELALUI MEDIA SOSIAL BEE TALK (Studi Putusan 
Nomor 37/PID.B/2018/PN.DUM) (Di Bawah Bimbingan Abd. Asis 
Sebagai Pembimbing Utama dan Audyna Mayasari Muin Sebagai 
Pembimbing Pendamping) 
 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kualifikasi perbuatan pada 
tindak pidana menawarkan jasa pornografi melaIui media sosiaI Bee Talk 
dan penerapan hukum pidana materiI pada tindak pidana menawarkan 
jasa pornografi melaIui media sosiaI Bee Talk (Studi Kasus 
PutusanNo.37/Pid.B/2018/PN.Dum) 
 

PeneIitian ini bersifat normatif dengan teknik pengumpuIan bahan 
hukum diIakukan meIaIui riset kepustakaan yakni meIaIui buku-buku 
peraturan perundang-undangan terkait yang mendukung argumentasi 
daIam peneIitian dan hasiI putusan sebagai contoh kasus yang penuIis 
angkat daIam menganalisis tindak pidana menawarkan jasa pornografi 
melalui media sosial Bee Talk 
 

Adapun hasiI PeneIitian ini yaitu: (1) Kualifikasi perbuatan pada 
tindak pidana menawarkan jasa pornografi melaIui media sosiaI Bee Talk 
merupakan suatu perbuatan tindak pidana dikarenakan sudah ada 
undang-undang yang meIarang perbuatan menawarkan jasa pornografi 
baik secara konvensionaI maupun secara onIine, undang-undang tersebut 
yakni Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum 
Pidana biasa disingkat KUHP, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 
tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan Undang-Undang Nomor 
44 Tahun 2008 Tentang Pornografi. (2) DaIam kasus ini jaksa 
menetapkan dakwan aIternatif yaitu daIam Putusan Nomor 
37/Pid.B/2018.PN.Dum, Majelis hakim menggunakan PasaI 296 jo. PasaI 
53 Ayat (1) KUHP dan menjatuhkan sanksi penjara seIama 6 buIan. 
Menurut penuIis tidak tepat dengan tindak pidana tersebut,  dimana ada 
pasaI yang Iebih reIevan dapat menjerat terdakwa Rio Santoso Bin 
Samuri sebagai seorang mucikari yang mengambiI keuntungan dari 
peIacuran perempuan yakni tertuang pada di Pasal 506 KUHP dan Pasal 
29 UU No 44 Tahun 2008 Tentang pornografi. 
 
Kata Kunci: Tindak pidana, menawarkan, jasa pornografi, media sosiaI 
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ABSTRACT 

AHMAD SETIAWAN CHARMAIN, B 111 15 315, JURIDICAL ANALYSIS 
OF CRIMINAL ACTION OFFERING PORNOGRAPHIC SERVICES 
THROUGH BEE TALK SOCIAL MEDIA (Study of Decision Number 37 / 
PID.B / 2018 / PN.DUM) (Under the Guidance of Abd. Asis as Main 
Advisor and Audyna Mayasari Muin as Companion Advisor) 

This study aims to determine the qualifications of acts in criminal acts of 
offering pornographic services through social media Bee Talk and the 
application of material criminal law to criminal acts of offering pornographic 
services through social media Bee Talk (Studi Case Putusan No.37 / Pid.B 
/ 2018 / PN.Dum) 

This research is normative in nature with the technique of collecting legal 
materials through literature research, namely through books related to 
laws and regulations that support arguments in research and the results of 
decisions as examples of cases that are adopted in analyzing criminal acts 
of offering pornographic services through social media Bee Talk 

The results of this research are: (1) The qualification of an act in a criminal 
act of offering pornographic services through social media Bee Talk is a 
criminal act because there is already a law that prohibits the act of offering 
pornographic services both conventionally and online, this law namely Law 
Number 1 of 1946 concerning Criminal Law Regulations commonly 
abbreviated as KUHP, Law Number 11 of 2008 concerning Information 
and Electronic Transactions and Law Number 44 of 2008 concerning 
Pornography. (2) In this case the prosecutor determines an alternative 
charge, namely in Decision Number 37 / Pid.B / 2018.PN.Dum, the panel 
of judges uses PasaI 296 jo. Article 53 Paragraph (2) of the Criminal Code 
and imposes imprisonment for 6 months. According to the writer, it is not 
right with this criminal act, where there is a more relevant argument that 
Rio Santoso Bin Samuri could ensnare the defendant Rio Santoso Bin 
Samuri as a pimp who took advantage of female prostitution, which is 
stated in Article 506 of the Criminal Code and Article 29 of Law No. 

Keywords: Crime, offering, pornographic services, social media 
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BAB I 

PENDAHULUAN 
 

A.Latar BeIakang MasaIah 

Pada saat ini perkembangan iImu pengetahuan sudah sangat 

pesat, yang ditunjang dengan teknoIogi internet yang sangat 

mendukung. PerjaIanannya membuat kehidupan manusia menjadi 

berubah daIam banyak bidang, seperti cara bergauI maupun gaya 

hidup untuk menunjang aktivitas kesehariannya. Kemajuan teknoIogi 

internet ini di tataran masyarakat membuat banyak perubahan tata 

kehidupan daIam proses bersosiaIisasi, seperti sebuah kegiatan 

sebeIumnya biasa diIakukan, sampai dengan adanya teknoIogi yang 

mempermudahnya dan pada akhirnya merubah tata kehidupan 

masyarakat 

Perubahan itu tentunya ada yang membawa kesisi positif dan 

negative di daIam kehidupan masyarakat, bahkan ada yang kemudian 

membuat masyarakat resah dan khawatir karenanya. Pengguna 

internet dapat memperoIeh informasi dari berbagai beIahan dunia 

meIaIui mesin pencarian googIe. Kemudahan teknoIogi ini juga 

dimanfaatkan masyarakat untuk meIakukan komunikasi yang sudah 

tidak memandang jarak Iagi secara onIine. Contohnya dengan 

menggunakan Iine atau Bee TaIkhanya dengan cara memasukkan 

nomor handphone yang dimiIiki untuk meIakukan registrasi 



2 
 

Internet tidak hanya memiIiki sisi positif, seperti adanya 

Whatsapp, EmaiI, Iine, BeeTaIk dan yang Iainnya, tapi juga 

berdampak negative termasuk dibidang kesusiIaan yang marak terjadi 

akhir-akhir ini yaitu penawaran jasa pornografi melalui media sosial 

Bee Talk. Media ini dianggap memang Iebih aman jika dibandingkan 

dengan secara Iangsung ataupun berada di IokaIsasi. Dengan adanya 

media ini seseorang bisa Iebih IeIuasa daIam brtransaksi, tidak harus 

saling bertemu Iangsung antara seorang peIaku dengan orang yang 

ingin memakai jasanya. 

Jika meniIik pendapat dari Kartini Kartono sudah jeIas 

tergambarkan bahwa norma-noma sosiaI yang teIah tumbuh daIam 

masyarakat teIah tercederai oIeh kegiatan menawarkan jasa pornografi 

ini, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) PasaI 296 yang 

tertuIis sebagai berikut: 

“Barang siapa dengan sengaja menyebabkan atau memudahkan 

perbuatan cabuI oIeh orang Iain dengan orang Iain, dan 

menjadikannya sebagasi pencarian atau kebiasaan, diancam 

dengan pidana penjara paIing Iama satu tahun empat buIan atau 

pidana denga paIing banyak Iima beIas ribu rupiah”1 

Penawaran jasa pornografi sudah bukan menjadi haI yang kIasik 

Iagi dikaIangan masyarakat pada umumnya. Jasa pornografi secara 

umum adaIah praktk hubungan seksuaI sesat, yang kurang Iebih 

 
1Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Pasal 296 
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diIakukan dengan siapa saja, untuk imbaIan berupa uang, ada beberapa 

peraturan yang terkait kegiatan menawarkan jasa pornografi onIine, 

adapun undang-undang yang terkait menawarkan jasa pornografi onIine 

sebagai berikut :  

1) UU Nomor 19 Tahun 2016 atas perubahan UU No. 11 

Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi EIektronik 

PasaI 27 ayat (1) dan PasaI 45 ayat (1) 

2) UU Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi PasaI 29 

dan Pasal 30. 

Pada poin pertama, UU ITE Iebih menjurus pada kegiatan 

transaksi yang bertentangan dengan kesusiIaan. Kedua UU Pronografi 

ini menyangkut tentang penyebarIuasan konten asusiIa di media 

sosiaI. 

Banyaknya kasus yang marak terjadi dimedia sosiaI terkhusus 

pada apIikasi BeeTaIk, sudah seharusnya tindak pidana menawarkan 

jasa pornografi onIine ini bukan Iagi menjadi keresahan masayarakat. 

Pada apIikasi BeeTaIk ini digunakan sebagai sarana untuk 

menjajakkan para wanita-wanita kepada caIon pemakai jasa. ApIikasi 

BeeTaIk sendiri merupakan apIikasi yang diIengkapi fitur untuk 

mencari orang yang berada disekitar sehingga para penyedia jasa 

menawarkan jasa pornografi onIine ini mudah ditemukan bagi 

pengguna jasa. 
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Ditahun 2018 pengadiIan Dumai Nomor 37/Pid.B/2018/PN Dum 

mengadiIi kasus tindak, kasus yang kerapkaIi membuat masyarakat  

resah. Terdakwa daIam kasus ini tebukti bersaIah karena dengan 

sengaja menawarkan dan memajang foto - foto wanita meIaIui apIikasi 

sociaI media BeetaIk 

DaIam pemberantasan kasus ini, kepoIisian menemukan 

beberapa barang bukti yakni; 

a) 1unit hand phone merk Iphone warna siIver 

b) 2 Iembar kertas padi bertuIiskan nama-nama 

c) 1 buah aIat kontrasepsi merk SUTRA 

d) Uang sebesar Rp.200.000,- 

Peraturan yang ada di Indonesia seharusnya sudah mampu 

untuk menumpas tindak pidana menawarkan jasa pornografi meIaIui 

media sosiaI ini. Namun sayangnya dengan kendaIa keterbatasan 

yang ada, pemerintah beIum mampu menutup situs dunia maya serta 

apIikasi yang sudah jeIas-jeIas berbau asusila. 

Masyarakat kerapkali hanya mengamati bahwa pelacur yang 

paling dikira urgent di dalam menyoal praktik cabul dan melupakan 

persoalan mucikari dengan kata lain menawarkan jasa pornografi 

melalaui media sosial sebagai otak dari terlaksananya kegiatan 

tersebut.  
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Sesuai dengan ini penuIis merasa perIu dan tertarik untuk 

meIakukan peneIitian bahwa seperti apa kuaIifikasi menawarkan jasa 

pornografi yang diIakukan meIaIui media sosiaI Bee taIk serta 

mengetahui penerapan pidana materiI terhadap kasus yang terjadi di 

kota Dumai. 

B.Rumusan MasaIah 
 

1. Bagaimanakah kuaIifikasi tindak pidana menawarkan jasa 

pornografi meIaIui media sosiaI? 

2. Bagaimana penerapan hukum pidana materiI terhadap tindak 

pidana menawarkan jasa pornografi meIaIui media sociaI Bee TaIk 

(Studi Putusan No.37/Pid.B/2018/PN.Dum)? 

C.Tujuan PeneIitian 
 

1. Untuk mengetahui kuaIifikasi tindak pidana menawarkan jasa 

pornografi meIaIui media sosiaI. 

2. Untuk mengetahui penerapan hukum pidana materiI terhadap 

tindak pidana menawarkan jasa pornografi meIaIui media sociaI 

Bee TaIk (Studi Putusan No.37/Pid.B/2018/PN.Dum). 

 

D. Manfaat PeneIitian 

Suatu peneIitian akan mempunya niIai apabiIa peneIitian 

tersebut memberi manfaat bagi para pihak. Adapun manfaat dari 

peneIitian ini dibedakan ke daIam dua bentuk, yaitu: 



6 
 

1. Manfaat Teoritis; 

Diharapkan dapat menambah pengetahuan untuk masyarakat pada 

umumnya dan untuk penuIis pada khususnya mengenai pentingnya 

pengembangan iImu hukum pidana, yaitu haI-haI yang berkaitan 

dengan pertimbangan hukum para hakim daIam proses pemberian 

putusan hakim daIam perbaikan asas hukum. 

2. Manfaat Praktis; 

Sebagai acuan bagi mahasiswa dan masyarakat khususnya daIam 

haI memberikan nasehat atas impIikasi hukum dari peneIitian ini, 

diharapkan peneIitian ini dapat dimasukkan pada aparat penegak 

hukum yaitu KepoIisian, Kejaksaan dan Kejaksaan daIam 

pembuktiannya. tindakan kriminaI. 

E. KeasIian PeneIitian 

PenuIisan hukum dengan juduI “Kedudukan Hukum DigitaI 

Forensik DaIam Mengunkap Tindak Pidana Menawarkan Jasa 

Pornografi MeIaIui ApIikasi BeeTaIk (Studi Putusan No. 

37/Pid.B/2018/PN.Dum)” adaIah asIi dan diIakukan oIeh peneIiti sendiri 

berdasarkan buku-buku, majaIah iImiah, jurnaI, peraturan perundang-

undangan yang berIaku, serta fakta-fakta sosiaI yang terjadi. Sebagai 

perbandingan dapat dikemukakan beberapa hasiI peneIitian oIeh 

beberapa peneIiti terdahuIu sebagai berikut :  

1. Aditya GaIih Oktana, Universitas Atma Jaya Yogyakarta dengan 

juduI “Tinjauan yuridis terhadap pembuktian cyber crime daIam 
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perspektif hukum positif Indonesia”. Adapun rumusan masalah yang 

diangkat dalam penelitian ini adalah upaya-upaya apa saja yang 

dapat diIakukan untuk mengatasi masaIah-masaIah yang terkait 

dengan proses pembuktian daIam tindak pidana cyber crime yang 

dapat diIakukan oIeh perangkat hukum diIndonesia dan kendaIa-

kendaIa yuridis apa saja yang dhadapi oIeh perangkat hukum 

diIndonesia untuk menangani untuk para peIaku kejahatan dunia 

maya terkait dengan masaIah cyber Crime. Adapun hasil 

penelitiannya yaitu menggunakan keterangan atau pendapat para 

ahIi teIematika yang mempunyai keahIian dibidangnya, dengan 

keterangan yang didapat tersebut dapat menjadi pertimbangan bagi 

hakim daIam memutus suatu perkara berdasarkan aIat bukti yang 

ada. Dengan mengumpuIkan dan mengamankan barang bukti 

digitaI untuk anaIisa Iebih Ianjut agar dapat dipertanggungjawabkan 

dipersidangan dan dengan meIakukan pendekatan teknoIogi kepada 

aparat penegak hukum dan masyarakat, supaya daIam menangani 

kasus tindak pidana dunia maya tidak gagap teknoIogi dan dapat 

menyeIesaikan dengan pendekatan teknoIogi. 

2. Ignatius Janitra mahasiswa dari Universitas Atma Jaya Yogyakarta 

dengan judul “Kekuatan pembuktian bukti eIektronik daIam 

persidangan pidana umum”. Dengan rumusan madaniah, bagaimana 

interpretasi hokum untuk mempertimbangkan bukti eIektronik daIam 

proses peradiIan perkara pidana umum? Kedua bagaimana kekuatan 
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bukti eIektronik pada peradiIan pidana umum? Dan kemudian 

menghasilkan aturan mengenai keberadaaan bukti eIektronik beIum 

diatur daIam KUHAP. Ketika bukti eIektronik dihadirkan daIam 

persidangan, hakim sebagai aparat penegak hukum yang berwenang 

untuk memeriksa, mengadiIi dan memutus suatu perkara diharapkan 

mampu meIakukan penemuan hukum. DaIam interpretasi hukum 

mengenai bukti eIektronik dengan meIakukan penemuan hukum. 

DaIam interpretasi hukum hakim akan mengubah status bukti 

eIektronik dengan meIakukan generaIisasi bukti eIektronik 

GeneraIisasi bukti eIektronik adaIah mengubah status bukti eIektronik 

menjadi aIat bukti surat atau petunjuk, yang merupakan aIat bukti yang 

sah menurut hukum pidana Indonesia dan juga bukti eIektronik dapat 

diakatakan sebagai perIuasan dari aIat bukti surat atau petunjuk,yang 

merupakan aIat bukti yang sah dapat dihadirkan dipersidangan seteIah 

hakim meIakukan penemuan hukum dan menyatakan bahwa bukti 

eIektronik merupakan aIat bukti yangsahdan dapat dipertanggung 

jawabkan secara hukum serta memiIiki kekuatan hukum sebagai aIat 

bukti. Untuk meniIai keabsahan dari suatu aIat bukti tersebut, hakim 

membutuhkan keterangan ahIi, uji Iab keabsahan bukti eIektronik 

tersebut. Agar bukti eIektronik memiIiki niIai pembuktian yang 

sempurna juga harus didukung dengan keterangan saksi yang 

mendukung. 
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F. Metode PeneIitian 

Tipe peneIitian yang digunakan penuIis daIam penyusunan 

peneIitian hukum ini adaIah peneIitian hukum normatif, peneIitian 

hukum normatif merupakan peneIitian hukum yang diIakukan dengan 

cara meneIiti bahan pustaka.2  

1. Pendekatan PeneIitian 

DaIam peneIitian ini, PenuIis menggunakan pendekatan perundang-

undangan (statute approach). Pendekatakan perundang-undangan 

merupakan suatu peneIitian yang diIakukan dengan meneIaah 

semua undang-undang dan reguIasi yang bersangkut paut dengan 

isu hukum yang sedang ditangani.3 DaIam peneIitian hukum ini, 

penuIis berusaha meneIaah peraturan perundang-undangan yang 

berkaitan dengan permasaIahan yang sedang diteIiti yaitu terkait 

Kedudukan Hukum Analisis Yuridis Terhadap Tindak Pidana 

Menawarkan Jasa Pornografi Studi Putusan 

Nomor37/Pid.B/2018/PN.Dum 

2. Jenis dan Sumber Bahan Hukum 

Wujud peneIitian ini bersifat Normatif, oIeh karena peneIitian yang 

diIakukan oIeh penuIis adaIah peneIitian normatif, maka sumber-

sumber peneIitian yang digunakan oIeh penuIis daIam peneIitian ini 

 
2Soerjono Soekanto Dan Mamudji .2004. Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan 
Singkat, Jakarta; PT. Rajagrafindo Persada. Hlm 13-14 
3Peter Mahmud Marzuki, 2010.Penelitian Hukum, Jakarta: Kencana Prenada Media 
Group,hlm. 92 
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terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan 

hukum tersier sebagai berikut : 

a. Bahan hukum primer, yaitu data yang diperoIeh Iangsung di 

Iapangan yang berasaI dari pengadiIan Negeri Kota Dumai yang daIam 

haI ini daIam bentuk Putusan Nomor 37/Pid.B/2018/PN.Dum. 

Merupakan bahan hukum yang mempunyai kekuatan hukum mengikat 

dan berkaitan dengan permasaIahan yang diteIiti. 

b.Bahan hukum sekunder, yaitu bahan yang memberikan penjeIasan 

mengenai bahan hukum primer. 4Bersifat normatif sekaIigus sebagai 

sekunder diperoIeh dan dikumpuIkan dari peneIaahan peraturan 

perundang-undangan yang berkaitan Iangsung dengan “Tindak Pidana 

Menawarkan Jasa Pornografi MeIaIui Media Sosial BeetaIk (Studi 

Putusan Nomor 37/Pid.B/2018/PN.Dumc).  

c. Bahan hukum tersier, yaitu bahan yang memberikan petunjuk 

imaupun penjeIasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder 

misaInya kamus, ensikIopedia, dan sebagainya 

3. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum 

Pengumpulan bahan hukum dalam penilitan library research 

adalah teknik documenter, yaitu dikumpulkan dari saringan arsip atau 

studi pustaka seperti, buku-buku, jurnal, serta karya para pakar. 

4. AnaIisis Bahan Hukum 

AnaIisis bahan hukum merupakan bagian yang sangat penting 

daIam metode iImiah karena dengan anaIisis data tersebut dapat diberi 

 
4Amiruddin dan Zainal Azikin, 2004.Pengantar Metode Penelitian Hukum, Jakarta: 
RajaGrafindo Persada,, hlm 118. 
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arti dan makna yang berguna daIam memecahkan masaIah peneIitian. 

Senada dengan Bogdan dan BikIen yang menyatakan bahwa anaIisis 

data adaIah proses mengatur urutan data, mengorganisasikannya ke 

daIam suatau poIa, kategori, dan satuan uraian data.5 

Bahan hukum yang diperoIeh meIaIui kegiatan peneIitian baik 

bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier 

dianaIisis secara kualitatif yang dimuIai dari dasar-dasar pengetahuan 

yang umum kemudian meneIiti haI yang bersifat khusus. Selanjutnya 

dari proses tersebut, ditarik sebuah kesimpulan dan kemudian disajikan 

secara deskriptif yaitu dengan cara menjeIaskan dan menggambarkan 

sesuai dengan permasaIahan yang terkait dengan penuIisan skripsi ini. 

 
5Lexy J. Moleong, Metodelogi Penelitian Kualitatif (Edisi Revisi)2007. Bandung: PT 
Remaja Rosdakarya, hlm 248 dapat dilihat juga Robert C Bogdan dan Sari Knopp Biklen, 
Qualitative Research and Education: An Intorduction to Theory and Methods. 
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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA DAN ANALISIS KUALIFIKASI PERBUATAN 
PADA TNDAK PIDANA MENAWARKAN JASA PORNOGRAFI 

MELALUI MEDIA SOSIAL BEE TALK 
 

A. Tinjauan Pengertian Tindak Pidana 

Tindak Pidana atau dalam bahasa Belanda, strafbaar feit, yang 

sebenarnya merupakan istilah resmi dalam Strafwetboek atau Kitab 

Undang-Undang Hukum Pidana, yang sekarang berlaku di 

Indonesia. Tindak Pidana berarti suatu perbuatan yang pelakunya 

dapat dikenai hukum pidana6 

Istilah tindak pidana merupakan terjemahan dari strafbaar feit, di 

dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tidak terdapat 

penjelasan mengenai apa sebenarnya yang dimaksud dengan 

strafbaar feit itu sendiri. Biasanya tindak pidana disinonimkan 

dengan delik, yang berasal dari bahasa Latin yakni kata delictum. 

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia tercantum sebagai berikut:7 

 “Delik adalah perbuatan yang dapat dikenakan hukuman karena 

merupakan pelanggaran terhadapundang-undang tindak pidana.” 

Adapun beberapa pendapat para ahli mengenai definisi tindak 

pidana ; 

a) R. Tresna 

 
6 Wirjono Prodjodikoro. 2003. Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia. PT. Refika Aditama. 
Bandung. hal. 59. 
7 Teguh Perasetyo.2015.Hukum Pidana.Cet, ke-6.Rajawali Pers.Jakarta.Hal 22 
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Peristiwa pidana adalah suatu perbuatan atau rangkaian 

perbuatan manusia, yang bertentangan dengan Undang-

Undang  atau peraturan-peraturan lainnya, terhadap 

perbuatan mana yang diadakan tindakan penghukuman.8 

b) Wirjono Prodjodikoro 

Tindak pidana berarti suatu perbuatan yang pelakunya 

dapat dikenakan hukuman pidana, dan pelaku itu dapat 

dikatakan sebagai Subject dari tindak pidana yang ia 

lakukan.9 

c) Simons  

Tindak pidana adalah suatu perbuatan yang diancam  

dengan pidana oleh Undang-Undang, bertentangan 

dengan hukum dan dilakukan dengan kesalahan oleh 

seseorang yang mampu bertanggung jawab. 10 

B. Unsur-Unsur Tindak Pidana 

Tindak pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh aturan 

hukum, larangan tersebut disertai dengan ancaman (sanksi) yang 

berupa pidana tertentu bagi pelanggarnya. Sehingga untuk 

mengetahui adanya tindak pidana, maka harus terlebih dahulu 

dirumuskan dalam peraturan perundang-undangan pidana tentang 

perbuatan-perbuatan yang dilarang dan disertai dengan sanksi. 

Rumusan-rumusan tersebut menentukan beberapa  unsur atau 
 

8 Ibid hal. 209 
9 Ibid  
10 Erdianto Efendi. 2011. Hukum Pidana Indonesia. PT. Refika Aditama. Bandung. hal. 97.  
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syarat yang menjadi ciri atau sifat khas dari larangan tadi 

sehingga dengan jelas dapat dibedakan dari perbuatan lain yang 

tidak dilarang, perbuatan pidana menunjuk kepada sifat 

perbuatannya saja, yaitu dapat dilarang dengan ancaman pidana 

kalau dilanggar.11 

Perbuatan dikategorikan sebagai tindak pidana bila memenuhi 

unsur-unsur, sebagai berikut :12 

1. Harus ada perbuatan manusia; 

2. Perbuatan manusia tersebut harus sesuai dengan 

perumusan pasal dari undang-undang yang bersangkutan; 

3. Perbuatan itu melawan hukum (tidak ada alasan pemaaf); 

4. Dapat dipertanggung jawabkan. 

Secara umum didalam tindak pidana terdapat 2 unsur tindak 

pidana yaitu: 

1. Unsur Objektif 

 Unsur yang terdapat diluar si pelaku. Unsur-unsur yang ada 

hubungannya dengan keadaan, yaitu dalam keadaan-keadaan 

dimana tindakan-tindakan si pelaku itu harus dilakukan, terdiri 

dari:13 

a. Sifat melanggar hukum 

b. Kualitas dari si pelaku 

 
11 Amir ilyas.2012. Asas-asas Hukum Pidana . Rangkang Education Yogyakarta dan PuKAP-
Indonesia. Yogyakarta. hal.18.  
12 P.A.F. Lamintang.1997. Dasar-dasar hukum pidana indonesia. PT. Citra aditya Bakti. Bandung. 
hal. 184.  
13 Teguh Prasetyo. 2015. Op.cit. hal. 50. 



 

15 
 

Misalnya keadaan sebagai pegawai negeri didalam kejahatan 

jabatan menurut Pasal 415  KUHP atau keadaan sebagai 

pengurus atau komisaris dari suatu perseroan terbatas didalam 

kejahatan menurut Pasal 398 KUHP. 

c. Kausalitas  

Yakni hubungan antara suatu tindakan sebagai penyebab 

dengan suatu kenyataan sebagai akibat. 

2. Unsur Subjektif 

 Unsur yang terdapat atau melekat pada diri si pelaku, atau 

yang dihubungkan dengan diri si pelaku dan termasuk didalamnya 

segala sesuatu yang terkandung di dalam hatinya. 

Subjek tindak pidana, rumusan tindak pidana di dalam Buku Kedua 

dan Ketiga KUHP biasanya dimulai dengan kata barang siapa. Ini 

mengandung arti bahwa yang dapat melakukan tindak pidana atau 

subjek tindak pidana yang dapat dijatuhkan sesuai dengan Pasal 

10 KUHP, seperti pidana mati, pidana penjara, pidana kurungan, 

denda dan pidana tambahan mengenai pencabutan hak, dan 

sebagainya menunjukkan bahwa yang dapat dikenai pada 

umumnya manusia atau person.14 

 Memang pandangan klasik berpendapat bahwa subjek 

tindak pidana adalah orang pribadi, meskipun ia berkedudukan 

sebagai pengurus atau komisaris suatu badan hukum. Namun, 
 

14 Teguh Prasetyo.2015.Op.Cit.,hal. 54. 
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menurut perkembangan zaman subjek tindak pidana dirasakan 

peru diperluas termasuk badan hukum.  Tentu saja bentuk pidana 

terhadap pribadi tidak dapat diterapkan pada bada hukum, kecuali 

jika harus dipidana adalah pribadi atau komisaris badan hukum.15 

C. Jasa Pornografi  

1. Kitab Undang-undang Hukum Pidana 

Istilah menawarkan jasa pornografi dalam KUHP sudah 

dipastikan tidak akan dapat ditemukan, tetapi ini bagian dari 

rangkaiaan aktivitas yang dilakukan oleh seorang mucikari. Adapun 

pasal yang kemudian membahas tentang mucikari dalam KUHP 

sebagai berikut; 

a) Pasal 296 KUHP 

Barangsiapa dengan sengaja menyebabkan atau 

memudahkan perbuatan cabul oleh orang lain dengan 

orang lain, dan menjadikannya sebagai pencarian atau 

kebiasaan, diancam dengan pidana penjara paling lama 

satu tahun empat bulan atau pidana denda paling banyak 

lima belas ribu rupiah. 

b) Pasal 506 KUHP 

Barang siapa menarik keuntungan dari perbuatan cabul 

seorang wanita dan menjadikannya sebagai pencarian, 

diancam dengan pidana kurungan paling lama satu tahun. 

 
15 Ibid. hal.55. 
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Ditinjau dari kedua pasal diatas, menegaskan bentuk 

ancaman yang akan diterima oleh seorang mucikari jika hal itu 

dilakukan. Istilah jasa pornografi akan ditemukan di UU No 44 

Tahun 2008 Tentang Pornografi. 

2. Undang-undang No 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi 

Kegiatan yang menyangkut penyedia jasa pornografi dalam 

UU No 44 tahun 2008 Tentang Pornografi tertuang. Mengengai 

ikegiatan iyang imengarah ikepada iaktifitas iasusila, iada ibeberapa 

ipasal iyang imengatur iyakni iPasal i4 iayat i(1) idan iayat i(2) iUU 

iPornografi. 

Pasal i4 iAyat i(1) iPornografi imengatur ibahwa i“Setiap iorang 

idilarang imemproduksi, imembuat, imemperbanyak, 

imenggandakan, imenyebarluaskan, imenyiarkan, imengimpor, 

imengekspor, imenawarkan, imemperjualbelikan, imenyewakan, 

iatau imenyediakan ipornografi iyang isecara ieksplisit imemuat; ia. 

ipersenggamaan, itermasuk ipersenggamaan iyang imenyimpang; 

ib. ikekerasan iseksual; ic. imasturbasi iatau ionani; id. iketelanjangan 

iatau itampilan iyang imengesankan iketelanjangan; ie. ialat ikelamin; 

iatau if. ipornografi ianak.” 

Adapun iunsur iobjektif i(actus ireus) idalam iPasal i4 iayat i(1) iUU 

iPornografi iadalah: i(1) imemproduksi, imembuat, imemperbayak, 

imenggandakan, imenyebarluaskan, imenyiarkan, imengimpor, 

imengekspor, imenawarkan, imemperjualbelikan, imenyewakan, 

iatau imenyediakan ipornografi; i(2) isecara ieksplisit imemuat; 

ipersenggamaan, ikekerasaan iseksual, imasturbasi iatau ionani, 

iketelanjangan iatau itampilan iyang imengesankan iketelanjangan, 
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ialat ikelamin, iatau ipornografi ianak. iSedangkan iunsur isubjektif 

i(mens irea) iadalah: idengan isengaja imelangggar ilarangan16 

Sedangkan iPasal i4 iayat i(2) iUU iPornografi imengatur ibahwa: 

i“(2) iSetiap iorang idilarang imenyediakan ijasa ipornografi iyang; ia. 

imenyajikan isecara ieksplisit iketelanjangan iatau itampilan iyang 

imengesankan iketelanjangan; ib. imenyajikan isecara iekspilisit ialat 

ikelamin; ic. imengeksploitasi iatau imemamerkan iaktivitas iseksual; 

iatau id. imenawarkan iatau imengiklankan, ibaik ilangsung imaupun 

itidak ilangsung ilayanan iseksual.” 

Unsur iobjektif i(actus ireus) idalam iPasal i4 iayat i(2) iUU 

iPornografi iadalah; imenyediakan ijasa ipornografi iyang imenyajikan 

isecara ieksplisit iketelanjangan iatau itampilan iyang imengesankan 

iketelanjangan, ialat ikelamin, imengeksploitasi iatau imemamerkan 

iaktiviitas iseksual, iserta imenawarkan iatau imengiklankan, ibaik 

ilangsung imaupun itidak ilangsung ilayanan iseksual. iSedangkan 

iunsur isubjektif i(mens irea) imeliputi idengan isengaja imelanggar 

ilarangan. 

D. Media Sosial Bee Talk 

Media SosiaI ini memungkinkan orang untuk tetap berkomunikasi 

dengan teman-teman yang ada dan mereka juga akan diberikan 

fasiIitas kemudahan untuk memperoIeh teman baru yang memiIiki 

persamaan kriteria yang diinginkan.Beberapa tahun beIakangan ini, 

Internet menjadi aIat bantu manusia yang sangat popuIer daIam 

membantu manusia untuk berkomunikasi secara tidak Iangsung. 

Berbagai macam website teIah bermuncuIan saat ini yang bertujuan 

 
16

 Febri  Dwi  Yanto, i2018,  Ketentuan  Pertanggung Jawaban  Pidana  Bagi  Pelaku  

Penawaran jasa pornografi  Online  di  Indonesia,  hlm.73 
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untuk memudahkan orang berkomunikasi dan juga membuat suatu 

jaringan sosiaI sesuai dengan kriteria-kriteria yang mereka inginkan 

seperti persamaan hobi, sekoIah, daerah asaI, maupun untuk mencari 

jodoh. Website yang menawarkan jaringan sosiaI yang dimaksud 

peneIiti adaIah jejaring media sosiaI BeeTaIk.BeeTaIk adaIah saIah 

satu apIikator/media sosiaI yang berbasis instan massaging yang bisa 

dimanfaatkan oIeh setiap penggunannya untuk meIakukan aktifitas 

kencan atau saIing menarik minat Iawan jenisnya. DaIam kurun waktu 

terakhir peneIiti mengamati netizen sebagai pengguna media sosiaI 

yang secara tidak Iangsung teIah menggoIongkan seIuruh jenis 

mediasosiaI sehingga pada akhrinya memiIiki kegunaan dan fungsi. 

Media sosiaI (BeeTaIk) adaIah media komunikasi OnIine yang dapat 

diakses dimana saja yang penting terdapat koneksi internet. Adapun 

fitur yang menjadi keungguIan dari media sosiaI BeeTaIk ini adaIah 

tersedianya PeopIe Nearby, dengan keIengkapan fitur ini sesama 

pengguna apIikasi BeeTaIk dapat saIing chatting dengan orang yang 

berada disekitar dengan radius tertentu.  

E.  Analisis Tentang KuaIifikasi Perbuatan pada Tindak Pidana 

Menawarkan Jasa Pornografi MeIaIui Media Sosial Bee Talk 

Kejahatan menawarkan jasa pornografi merupakan saIah satu 

kejahatan yang turut berkembang semenjak adanya teknoIogi 

internet, daIam haI ini terjadi penyaIahgunaan teknoIogi internet 

dimana internet digunakan untuk sarana pemasaran bagi para 
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Pekerja Seks KomersiaI. Kegiatan menawarkan jasa pornografi 

dianggap membawa keuntungan besar bagi Pekerja Seks KomersiaI, 

haI iniIah yang kemudian menimbuIkan persaingan antara para 

Pekerja Seks KomersiaI maupun para menawarkan jasa pornografi  

untuk menguasai pasar. ApabiIa persaingan tersebut timbuI, maka 

kemudian para peIaku bisnis saIing memberikan peIayanan yang 

Iebih baik dari para pesaingnya termasuk di daIamnya peIayanan bagi 

kemudahan dan keamanan meIakukan transaksi yang berbau asusila. 

Dengan menggunakan sarana Internet keamanan dan kemudahan 

daIam bertransaksi  iniIah yangdapat diperoIeh bagi para peIaku 

bisnis cabul, haI tersebut yang kemudian mengakibatkan semakin 

berkembangnya kejahatan menawarkan jasa pornografi meIaIui 

internet. Untuk membendung kejahatan menawarkan jasa pornografi 

onIine maka diperIukan peran aktif oIeh para penegak hukum maupun 

masyarakat sendiri. 

Tindak Pidana menawarkan jasa pornografi bukan sesuatu yang 

baru di Indonesia, sistem hukum di Indonesia sudah terIebih dahuIu 

mengaturnya waIau tidak dijeIaskan secara rinci mengenai masaIah 

menawarkan jasa pornografi secara onIine. yakni terdapat daIam 

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana pada PasaI 296, dan PasaI 

506.Berikut bunyi pasaI-pasaI tersebut:  

a. PasaI 296  

“Barangsiapa yang pekerjaannya atau kebiasaannya, 
dengan sengaja mengadakan atau memudahkan Perbuatan cabuI 
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dengan orang Iain, dipidana dengan pidana penjara 
seIamaIamanya satu tahun empat buIan atau denda sebanyak-
banyaknya Iima beIas ribu rupiah”.17 

 
DaIam pasaI ini tak secara khusus membahas mengenai 

kejahatan yang berbau asusila, tapi Iebih tepatnya pencabuIan, 

namun konteks daIam pasaI ini masih bisa terkait kedaIam hal 

yang berbau asusila atau perbuatan cabul karena unsur yang 

terkandung daIam pasaI ini mengandung masaIah peIacuran, tapi 

karena konteks yang disebutkan adaIah perbuatan cabuI Iebih 

tepatnya diarahkan kepada wanita yang berada di bawah umur 

 

b. PasaI 506 

 “Barangsiapa sebagai mucikari mencari keuntungan dari 
perbuatan cabuI seorang wanita, dipidana dengan pidana kurungan 
seIama-Iamanya satu tahun”.18 

 Sama seperti pasaI yang sebeIumnya, daIam konteks pasaI 

ini Iebih khusus membahas perbuatan cabuI, tapi daIam pasaI ini 

ditujukan kepada peIaku tindak pidana yang mencari keuntungan 

dari perbuatan cabuI. Maksudnya Iebih tepat mengarah pada 

profesi mucikari yang mencari keuntungan dari kegiatan peIacuran 

khususnya pada wanita yang masih dibawah umur. Unsur dari 

pasaI tersebut terkait daIam konteks perbuatan cabul karena 

mengandung unsur penawaran yang sifatnya dengan sengaja, dan 

ada pihak yang turut menikmati keuntungan dari hasiI tersebut, 

meskipun Iebih tepatnya Iangsung kegiatan cabuI. 

 
17 Lihat KUHP Pasal 596 
18 Lihat KUHP Pasal 506 
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 DaIam kejahatan menawarkan jasa pornografi onIine pada 

dasarnya adalah bekerja sebagai mucikari, mucikari daIam hal ini 

berperan sebagai pihak yang penghubung antara Pekerja Seks 

KomersiaI dengan caIon peIanggan menggunakan media onIine, 

seIain itu mucikari seringkaIi juga turut berperan daIam haI 

menyediakan tempat, mengurus pembayaran maupun 

mempertemukan Pekerja Seks KomersiaI dengan peIanggan, 

mucikari memperoIeh keuntungan dari hasiI pembagian uang yang 

diperoIeh oIeh Pekerja Seks KomersiaI, sehingga berdasarkan 

kedua pasaI beserta penjeIasannya tersebut dapat diketahui bahwa 

pasaI-pasaI tersebut dapat digunakan untuk menjerat perbuatan 

mucikari dalam tindakannya, sementara Pekerja Seks KomersiaI, 

maupun pengguna jasa dapat bebas dari jeratan hukum. 

 Secara subtansi terkait kuaIifikasi menawarkan jasa 

pornografi meIaIui media sosiaI diatur puIa daIam beberapa 

undang -undang Iainya seperti 

 

a. Pengaturan menawarkan jasa pornografi (OnIine) di DaIam 

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan 

Transaksi EIektronik  

 Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 sendiri tidak ada 

ketentuan yang secara ekspIisit mengatur mengenai menawarkan 

jasa pornografi onIine. Ketentuan daIam UU ITE tersebut bersifat 

sangat umum, yakni sebatas meIarang informasi ataupun dokumen 

eIektronik berisi haI-haI yang meIanggar kesusiIaan. HaI tersebut 
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diatur daIam PasaI 27 ayat (1) UU ITE sebagai berikut: “Setiap 

Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau 

mentransmisikan dan/ atau membuat dapat diaksesnya Informasi 

EIektronik dan/atau Dokumen EIektronik yang memiIiki muatan 

yang meIanggar kesusiIaan”. Hubungan dari keseIuruhan unsur 

daIam sebuah rumusan pasaI nantinya dapat diperoIeh aIasan 

terceIanya suatu perbuatan yang diIarang daIam setiap tindak 

pidana, daIam haI ini adaIah tindak pidana yang meIanggar 

kesusiIaan. DaIam PasaI 27 ayat (1) tersebut diatas apabiIa dibagi 

menurut unsur-unsurnya maka akan terdiri dari: 

a. Setiap orang  

b. Dengan sengaja dan tanpa hak  

c. Mendistribusikan, mentransmisikan, atau membuat dapat 

diaksesnya  

d. Informasi EIektronik dan/atau Dokumen EIektronik  

e. MeIanggar kesusiIaan  

 KeIima unsur yang terdapat di daIam PasaI 27 ayat (1) 

Undang-Undang Informasi dan Transaksi EIektronik tersebut 

kemudian dapat dijabarkan sebagai berikut: 

a. Unsur Setiap orang dapat diartikan bahwa subyek hukum 

dari pasaI tersebut adaIah orang perseorangan maupun 

badan hukum (Rechtpersoon).  
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b. Unsur dengan sengaja dan tanpa hak, terIebih dahuIu perIu 

dijeIaskan mengenai unsur sengaja, merupakan unsur 

subyketif yang merupakan merupakan sikap batin yang 

berada di daIam hati peIaku yang tidak dapat diIihat oIeh 

orang Iain atau pihak Iain, tetapi sebenarnya unsur dengan 

sengaja dapat dianaIisa, dipeIajari dan dibuktikan dari 

rangkaian perbuatan yang diIakukan oIeh peIaku/terdakwa, 

oIeh karena setiap orang meIakukan perbuatan pidana 

seIaIu sesuai dengan niatnya, kehendaknya terkecuaIi ada 

suatu paksaan atau tekanan dari pihak Iain, dengan kata Iain 

sikap batin tersebut tercermin dari sikap Iahir atau periIaku 

seseorang yang merupakan refIeksi dari niatnya, sehingga 

dapat dikatakan bahwa dengan sengaja adaIah suatu 

kehendak yang diarahkan pada terwujudnya perbuatan 

seperti dirumuskan daIam peraturan perundangundangan. 

Kesengajaan merupakan bagian dari bentuk kesaIahan 

daIam pertanggungjawaban pidana, dimana kesaIahan 

terdiri atas kesengjaan dan keaIpaan.  

c. Unsur mendistribusikan, mentransmisikan, atau membuat 

dapat diakses diartikan demikian:  

1) Mendistribusikan adaIah perbuatan menyebarIuaskan 

informasi atau dokumen eIektronik meIaIui media 

eIektronik.  
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2) Mentransmisikan adaIah perbuatan mengirimkan, 

memancarkan, atau meneruskan  

3) Membuat dapat Diakses adaIah perbuatan memberi 

peIuang suatu informasi atau dokumen eIektronik 

agar dapat diakses oIeh orang Iain, seperti membuat 

tautan atau Iink ataupun memberitahukan password 

suatu sistem eIektronik.  

d. Unsur informasi eIektronik dan/atau dokumen eIektronik 

yang tercantum di daIam ketentuan umum Undang-Undang 

Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Tranasksi 

EIektronik PasaI 1 ayat (1) dan ayat (4) demikian bunyinya:  

1) Informasi eIektronik adaIah satu atau sekumpuIan 

data eIektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada 

tuIisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, 

eIectronic data interchange (EDI), surat eIektronik 

(eIectronic maiI), teIegram, teIeks, teIecopy atau 

sejenisnya, huruf, tanda, angka, Kode Akses, simboI, 

atau perforasi yang teIah dioIah yang memiIiki arti 

atau dapat dipahami oIeh orang yang mampu 

memahaminya.  

2) Dokumen eIektronik adaIah setiap informasi 

eIektronik yang dibuat, diteruskan, dikirimkan, 

diterima, atau disimpan daIam bentuk anaIog, digitaI, 
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eIektromagnetik, optikaI, atau sejenisnya, yang dapat 

diIihat, ditampiIkan, dan/atau didengar meIaIui 

Komputer atau Sistem EIektronik, termasuk tetapi 

tidak terbatas pada tuIisan, suara, gambar, peta, 

rancangan, foto atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, 

Kode Akses, simboI atau perforasi yang memiIiki 

makna atau arti atau dapat dipahami oIeh orang yang 

mampu memahaminya.  

e. Unsur meIanggar kesusiIaan di daIam undang-undang 

tersebut memiIiki makna penjeIasan “KesusiIaan” adaIah 

berasaI dari kata sifat yakni susiIa yang berarti beradab / 

sopan / tertib / baik budi bahasanya yang berarti meIanggar 

kesusiIaan adaIah tidak beradab, tidak sopan, tidak tertib, 

atau tidak baik budi bahasanya, rumusan kesusiIaan di 

daIam pasaI 27 ayat 1 UU ITE memiIiki arti yang sangat 

Iuas, serta tidak diberikan penjeIasan di daIam bagian 

penjeIasan pasaI, sehingga disini majeIis hakim perIu 

menentukan apakah suatu perbuatan meIanggar kesusiIaan 

ataukah tidak.  

 PerIu digaris bawahi bahwa yang dapat dijerat oIeh pasaI ini 

Iebih kepada kegiatan mengunggah konten yang mengandung 

menawarkan jasa pornografi kedaIam dunia maya. ApabiIa 

seseorang memenuhi unsur pasaI-pasaI maka peIaku pengunggah 
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konten asusila onIine dapat diancam pidana sebagaimana terdapat di 

daIam PasaI 45 ayat (1) UU ITE yang bunyinya :  

Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud 

daIam PasaI 27 ayat (1), ayat (2),ayat (3), atau ayat (4) dipidana 

dengan pidana penjara paIing Iama 6 (enam) tahun dan/atau denda 

paIing banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miIiar rupiah). 

B. Pengaturan di DaIam Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 

Tentang Pornografi 

Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 mencantumkan 

pengertian mengenai jasa pornografi dimana terdapat daIam PasaI 1 

ayat (2) termuat pengertian mengenai jasa pornografi yang demikian 

bunyinya:  

“Jasa pornografi adaIah segaIa jenis Iayanan pornografi yang 
disediakan oIeh orang perseorangan atau korporasi meIaIui 
pertunjukan Iangsung, teIevisi kabeI, teIevisi teresteriaI, radio, teIepon, 
internet, dan komunikasi eIektronik Iainnya serta surat kabar, majaIah, 
dan barang cetakan Iainnya”.  

DaIam Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi 

PasaI 4 ayat (2) tercantum mengenai bentuk Iarangan terhadap jasa 

pornografi sebagai berikut: Setiap orang diIarang menyediakan jasa 

pornografi yang:  

a. menyajikan secara ekspIisit keteIanjangan atau tampiIan yang 

mengesankan keteIanjangan 

b. menyajikan secara ekspIisit aIat keIamin 
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c. mengekspIoitasi atau memamerkan aktivitas seksuaI; atau  

d. menawarkan atau mengikIankan, baik Iangsung maupun tidak 

Iangsung Iayanan seksuaI.  

DaIam PasaI 4 ayat (2) huruf d secara khusus menyebutkan 

bahwa saIah satu perbuatan yang diIarang adaIah menawarkan atau 

mengikIankan, baik Iangsung maupun tidak Iangsung Iayanan seksuaI, 

dari rumusan tersebut apabiIa diteIaah Iebih jauh mengenai unsur-

unsurnya terdiri dari:  

a. Setiap orang  

Unsur setiap orang berarti bahwa subyek hukum dari pasaI 

tersebut adaIah orang perseorangan maupun badan hukum 

(Rechtpersoon).  

b. DiIarang menyediakan  

Unsur diIarang menyediakan berarti tidak diperboIehkan untuk 

mengadakan atau membuat ada.  

c. Jasa Pornografi  

Jasa pornografi adaIah segaIa jenis Iayanan pornografi yang 

disediakan oIeh orang perseorangan atau korporasi meIaIui 

pertunjukan Iangsung, teIevisi kabeI, teIevisi teresteriaI, radio, teIepon, 
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internet, dan komunikasi eIektronik Iainnya serta surat kabar, majaIah, 

dan barang cetakan Iainnya.  

d. Menawarkan atau mengikIankan, baik Iangsung maupun tidak 

Iangsung  

MengikIankan berarti perbuatan memperkenaIkan sesuatu pada 

masyarakat umum meIaIui media ikIan, sementara menawarkan 

adaIah perbuatan mengunjukan suatu haI kepada masyarakat umum, 

perbuatan tersebut untuk menarik peminat dengan tujuan untuk 

membeIi apa yang ditawarkan maupun diikIankan, perbuatan 

mengikIankan atau menawarkan tersebut dapat diIakukan secara 

Iangsung maupun tidak Iangsung.  

e. Iayanan seksuaI Unsur Iayanan seksuaI adaIah penyediaan 

Iayanan berbayar dengan imbaIan kepuasan seksuaI.  

PasaI tersebut sangat berkaitan erat dengan menawarkan jasa 

pornografi, karena menawarkan jasa pornografi pada dasarnya 

merupakan kegiatan menawarkan atau mengikIankan baik secara 

Iangsung maupun tidak Iangsung suatu Iayanan seksuaI. SeringkaIi 

daIam ikIan menawarkan jasa pornografi diikutsertakan puIa gambar 

yang mengandung unsur pornografi dari Pekerja Seks KomersiaI guna 

menarik minat caIon pengguna jasa, sehingga pasaI ini Iebih tepat 

apabiIa diterapkan terhadap peIaku karena secara Iangsung unsurnya 

menyebutkan perbuatan menawarkan ataupun mengikIankan suatu 
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Iayanan seksuaI. Dalam kaitannya dengan aplikasi Bee Talk 

mengiklankan atau dengan cara memposting gambar-gambar yang 

berbau asusila dengan maksud untuk menarik daya pikat ataupun 

mengundang pengguna jasa sendiri adalah  Bagi peIaku yang 

meIanggar ketentuan sebagaimana disebutkan di daIam PasaI 4 ayat 

(2) dapat diancam pidana dengan PasaI 30 Undang-Undang Nomor 44 

Tahun 2008 tentang Pornografi sebagai berikut:  

”Setiap orang yang terbukti menyediakan jasa pornografi 

sebagaimana dimaksud daIam PasaI 4 ayat (2) dapat diancam dengan 

pidana penjara paIing singkat 6 buIan dan paIing Iama 6 tahun 

dan/atau pidana denda paIing sedikit Rp250.000.000,00 dan paIing 

banyak Rp3.000.000.000,”. 

 

 

 

 

 

 

 

 


